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BUPATI REJANG LEBONG 

PROVINS( BENGKULU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
NOMOR 6 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATE:N REJANG LEBONG 
NOMOR 32 TAHUN 2011 

Menimbang 

TENTANG 
RETRIBUSI !ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 188.34-8781 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 35 
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan, perlu diubah 
untuk disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang--Undang Nomor 8 Tahun 198il tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

___________ .. 



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang 
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1967 dan Peiaksanaan Pemerintahan Di Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2854); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4532); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah 
d iubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik lndonesia Tahun 201 l Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan 
Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
276); 

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik 
Pe~awai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
ReJang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E); 
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15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 
Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 
Nomor 133). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
dan 

Menetapkan 

BlJPATI REJANG LEBONG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 32 TAHUN 2011 
TENTANG RETRIBUSJ !ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 32 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Mendi.rikan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 70 Seri C), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan angka 2, angka 6 dan angka 7 Pasal 1 djubah, sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal l 

1. Daerab adalab Daerah Kabupaten Rejang Lebon.g. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadj kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintaha n daerah yang terdm dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
ilinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

7. Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang 
Lebong. 

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah 
sesuai dengan peraturan perundang - undangan. 

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah. Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 
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10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal yang merupakan 
kesatuan, bail< yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Iembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

12. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. 
13. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai 
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, 
maupun kegiatan khusus. 

14. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang 
tidal< digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal. 

15. Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan 
gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko 
kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan 
kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar 
pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. 

16. lzin rnendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat 1MB, adalah petizinan 
yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk 
membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalarn rangka 
melestaril<an bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku. 

17. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya 
atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, 
merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, 
termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang 
berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut; 

18. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, 
dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan 
bangunan kepada pemerintah daerah, dan untuk bangunan gedung fuogsi 
khusus kepada Pemerintah. 

19. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok 
orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukurn sah sebagai 
pemilik bangunan. 

20. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK 
adalah penjabaran reocana tata ruang wilayah kabupaten/kota ke dalam 
rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi 
pemanfaatan ruang (block plan). 

21. Garis sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang 
ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan 
merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun 
dan yang tidal< boleh dibangun bangunan. 

22. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan 
antara Iuas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah 
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang 
dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

4 



23. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan 
antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan Juas tanah 
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang 
dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

24. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara 
luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan 
bagi pertamanan/penghijauan dan Juas tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata 
bangunan dan lingkungan. 

25. Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka persentase perbandingan 
antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata 
bangunan dan lingkungan. 

26. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Rejang Lebong. 

27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

28. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan 
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, tennasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan fonnulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui ternpat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

35. Perneriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesionaJ berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang
undangan retribusi daerah. 

36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang 
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta 
pengawasan penyetorannya. 

37. Insentif pemungutan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan 
sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan 
pemungutan retribusi. 
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38. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 27 

(1) Bupati menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu sebagai pengelola Retribusi lzin Mendirikan Bangunan. 

(2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Perubahan Dinas pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya 
dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

3 . Ketentuan Pasal 35 dihapus. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal / ollo&r 2019 

LEBONG, 

·,'; 

I 

Diundangkan di Curu,P 
Pada tanggal / o/,./.o~r- 2019 

DAERAH 

-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR /'/ 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINS! 
BENGKULU: (5/60/J.ol,) 
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